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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa salah satu

tujuan utama Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan

umum.Kesejahteraan bisa terwujud diantaranya adalah adanya pemenuhan

hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persoalan mengenai pekerjaan masih menjadi topik pembicaraan yang

selalu menjadi permasalahan bagi sebagian warga negara Indonesia. Tidak

semua penduduk Indonesia bisa mendapatkan pekerjaaan, ada yang

memilih untuk berwirausaha,ada yang memilih menjadi pekerja/buruh

sampai ada yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada lagi lapangan

pekerjaan.1

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahan dari

pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tenaga kerja memiliki peranan, kedudukan yang sangat penting sebagai

pelaku sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, hak-hak tenaga

kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia uamg diatur dalam

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,yang didalamnya

termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus

1Grace Vina, “Perlindungan Pekerja/Buruh”, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta,
2016, hlm.3.
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diperjuangkan agar harkat dan kemanusiaan tenaga kerja ikut terangkat.

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar

tenaga kerja tersebut dengan tetap memperhatikan perkembangan

kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Pasal 28 D ayat (2)UUD

NRI 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta

mendapatkan imbalan atau perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

kerja.2

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003tentang

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) menyebutkan

bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.Tenaga kerja merupakan faktor utama

dalam sebuah perusahaan,karena pekerja / buruh merupakan tulang

punggung penggerak roda perusahaan dan sudah sepantasnya para pekerja

mendapatkan imbalan yang layak.

Perlindungan hukum tenagakerja merupakan kewajiban dari

pemerintah sebagai pengendali kekuasaan, khususnya di sektor

ketenagakerjaan.  Dalam Pasal 1601a buku III Bab 7a Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tentang Perjanjian Kerja

disebutkan bahwa perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak

kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya

kepada pihak lain,yaitu majikan,dengan upah selama waktu yang tertentu.

2 Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti R, “Implementasi UU Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian
Kerja antara Perusahaan dan tenaga kerja di Perseroan Terbatas”,Vol.5, 2018, hlm.187.
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Perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan yang

merupakan kesepakatan para pihak,namun dalam pelaksanaannya sering

terjadi perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan,diantaranya

adalah mengenai pemberian sanksi kepada tenaga kerja yang melakukan

pelanggaran dalam waktu kerja. Tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan

waktu kerja yang telah ditentukan perusahaan bahkan mengenai isi dari

perjanjian antara tenaga kerja dengan perusahaan.3Perjanjian antara tenaga

kerja dengan perusahaan tidak selalu berjalan dengan mulus, dimana

tenaga kerja selalu menerima semua isi perjanjian kerja tanpa mengerti

dengan baik dan memikirkan apakah isi perjanjian tersebut dapat

dilakukan dengan baik dan berjangka panjang. Hal ini sering terjadi dan

menjadi faktor masalah bagi tenaga kerja.

Seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang

dipakai secara universal untuk segalajenis perjanjian, yaitu mengenai asas

hukum,sahnya perjanjian,subjek serta objek yang diperjanjikan. Ketentuan

dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisi hak

dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Dalam hal

ini tercantum asas “kebebasan berkontrak” (freedom of contract), yaitu

seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-

hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian itu serta

seberapa jauh hukum mengatur hubungan antara para pihak.

3 Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti R,Op. Cit., hlm.187.
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Isi dari perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan

yang satu dengan yang lain tidak selalu sama. PT Semarang Autocomp

Manufacturing Indonesia membuat perjanjian yang sangat berbeda dengan

PT yang lain, salah satunya adalah diwajibkan untuk berdiri saat

berlangsungnya jam kerja kecuali saat jam istirahat.4 Dalam ketentuan ini

para pekerja tidak boleh duduk saat melakukan pekerjaannya selama 1x8

jam kecuali saat jam istirahat yang berlangsung 30 menit saja. Hal ini

menimbulkan ketidak nyamanan bagi beberapa pekerja khususnya wanita

hamil, dimana wanita hamil tidak disarankan untuk melakukan pekerjaan

yang terlalu berat, tetapi didalam syarat dan kententuan kerja diwajibkan

untuk berdiri.

Perjanjian kerja yang dibuat melahirkan adanya hubungan kerja,

namun posisi pekerja lebih lemah bila dibandingkan dengan posisi

pengusaha. Tenaga kerja seringkali menerima pekerjaan karena

keterpaksaan ekonomi. Tenaga kerja menerima saja pekerjaan yang

ditawarkan kepadanya tanpa terlebih dahulu menegosiasikan syarat-syarat

tertentu dalam perjanjian kerja. Namun demikian, bentuk perlindungan

tersebut seharusnya juga diikuti dengan pengawasan dan penegakan

hukumnya dilapangan.5

Pasal 76 ayat (3) UUKetenagakerjaan menjelaskan bahwa

“Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil

4 Feri, “Wawancara Pribadi”, Pekerja Produksi, 20 Desember 2020, PT.SAMI, Jepara
5 Budi Santoso, “Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama”, UB-Press, Malang, 2012,
hlm.6.
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yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan

keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul

23.00 s.d pukul 07.00”.Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan

bahwa Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas :

a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
b. Moral dan kesusilaan;
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia

serta nilai-nilai agama.

Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan

perlindungan kepada pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan,

yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UU

Ketenagakerjaan.

Lingkup perlindungan terhadap pekerja/ buruh yang dapat disimpulkan

dalam UU Ketenagakerjaan adalah:

a. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja.
Objek perlindungan ini adalah sebagai berikut:

1) Perlindungan pekerja/ buruh perempuan.
Perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan berkaitan
dengan: batasan waktu kerja bagi yang berumur kurang dari 18
(delapan belas) tahun,yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 76
ayat (1) UU Ketenagakerjaan;

2) Perlindungan terhadap pekerja/buruh anak.
Termasuk ke dalam pekerja/buruh anak adalah mereka atau
setiap orang yang bekerja yang berumur dibawah 18 (delapan
belas) tahun,sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 26 UU
Ketenagakerjaan.

3) Perlindungan bagi penyandang cacat.
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang
cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan
derajat kecacatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan tersebut adalah
seperti penyediaan aksesibilitas,pemberian alat kerja dan
pelindung diri.

b. Perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
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Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah
satu hak dari pekerja atau buruh seperti yang telah diatur dalam
ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Untuk itu pengusaha
wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang
optimal,dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat
kerja,pengendalian cahaya ditempat kerja,promosi
kesehatan,pengobatan dan rehabilitasi.

c. Perlindungan atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Perlindungan bagi pekerja/buruh dalam bentuk santunan berupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh pekerja/buruh berupa kecelakaan
kerja,sakit,hamil,bersalin,hari tua,dan meninggal dunia.

d. Perlindungan atas Upah.
Pengupahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan
pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam Pasal 88 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 88 ayat (1)
UU Ketenagakerjaan diterangkan,bahwa yang dimaksud dengan
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah
penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya
sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
keluarganya secara wajar.6

UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hak pekerja sebagai

berikut:

a) Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh
pekerjaan;

b) Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
pengusaha;

c) Pasal 12 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh
memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja
sesuai bidang tugasnya;

d) Pasal 31 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak
dan kesempatan yang sama untuk memilih,mendapatkan,atau

6 Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja
Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran”. 2017, Jakarta. hlm.49.



7

pindah dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di
luar negeri;

e) Pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa pengusaha yang
memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib
membayar upah kerja lembur;

f) Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi
waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh;

g) Pasal 80 menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan
kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

h) Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan
berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan
sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan
sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau
bidan;

i) Pasal 82 ayat (2) menyebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan
yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat
keterangan dokter kandungan atau bidan;

j) Pasal 85 ayat (1) menyebutkan bahwa pekerja/buruh tidak wajib
bekerja pada hari-hari libur resmi.

k) Pasal 99 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh dan
keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan juga mengatur kewajiban bagi pekerja

sebagai berikut :

a) Pasal 102 ayat (2)menyebutkan bahwa dalam melaksanakan
hubungan industrial,pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan
kewajibannya,menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi,menyalurkan aspirasi secara demokratis,mengembangkan
keterampilan,dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan
dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;

b) Pasal 126 ayat (1)menyebutkan bahwa pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan
ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama;

c) Pasal 136 ayat (1)menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat;

d) Pasal 140 ayat (1)menyebutkan bahwa sekurang-kurangnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan,pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
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memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.
PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

(SAMI)memperkerjakan karyawan dari berbagai usia,rata-rata usia 19

sampai dengan 28 tahun. Tuntutan kebutuhan PT.SAMI mengharuskan

untuk mencari pekerja lebih banyak,tidak terkecuali bagi pekerja

perempuan yang memempati jumlah lebih banyak dibandingkan pekerja

laki-laki.Bahkan karena kebutuhan perusahaan, sehingga tidak menutup

kemungkinan terdapat pekerja perempuan yang sedang hamil.Perjanjian

yangtelah disepakati membuat pekerja perempuan yang dalam keadaan

hamil mengalami kesulitan atau keluhan. Ketentuan tentang peraturan

pekerja wanita hamil diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e UU No. 11

tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi “Pengusaha dilarang

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh

perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya”.

Pekerja perempuan hamil dalam perjanjian kerja bersama

PT.SAMI mengatur ketentuan tentang hak-hak perempuan hamil sebagai

berikut :

a. Cuti melahirkan

Cuti melahirkan anak diberikan selama 3 (tiga) bulan, yaitu 1,5 (satu

setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan

sesudah melahirkan;

b. Bantuan biaya bersalin
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Bantuan biaya bersalin diberikan kepada pekerja wanita dan istri

pekerja, terbatas sampai kelahiran anak ke 3 (tiga);

c. Perlindungan kesehatan ibu dan janin

Pekerja perempuan hamil tidak diwajibkan untuk melakukan

pekerjakan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak dalam

kandungan;

d. Bantuan biaya pengobatan

Perusahaan memberikan bantuan pengobatan kepada pekerja dan atau

keluarganya dan pekerja wanita, yang besarnya sesuai dengan

kesepakatan management dan serikat pekerja;

e. Hak menyusui

Setelah melahirkan, pekerja perempuan harus menyusui anaknya,

perusahaan harus memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan

untuk menyusui jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Dalam hal ini suatu perusahaan harus menyediakan ruang khusus

untuk menyusui dan memerah asi.

Perusahaan wajib menjamin perlindungan hak-hak pekerja

perempuan hamil, perlindungan tersebut yang paling utama adalah

perusahaan tidak dapat memaksa pekerja untuk mengundurkan diri /

resigndan melakukan pemutusan hubungan kerja karena kondisi pekerja

yang hamil. Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun

2003menyatakan :

“pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri,secara
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya
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tekanan/intimidasi dari pengusaha,berakhirnya hubungan kerja
sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali”.

Berdasarkan uraian diatas,penulis tertarik untuk melakukan

penelitian secara detail mengenai persoalan perjanjian kerja,dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN

HAMIL DI PT.SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING

INDONESIA (SAMI) DI KABUPATEN JEPARA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja perempuan hamil pada

pelaksanaan perjanjian kerja di PT. SAMI?

2. Bagaimana pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara

terhadap perlindungan pekerja perempuan hamil di PT. SAMI ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja perempuan hamil

dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja;

2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara

terhadap pekerja perempuan hamil di PT. SAMI.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara

perusahaan dengan pekerta di PT.SAMI dapat memberikan manfaat atau

kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pada pengembangan dan kemajuan di bidang ilmu



11

pengetahuan terutama Ilmu Hukum Perdata yang membahas

tentang perjanjian kerja antara PT dengan Pekerja.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

praktis, terutama kepada :

a. Bagi pekerja, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai

pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT

dalam menanggulangi masalah penyimpangan

perjanjian kerja.

b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa dipakai

sebagai bahan masukan kepada perusahaan berbadan

hukum khususnya PT untuk mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan

untuk pekerja.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian

yaitu BAB I sampai BAB V antara lain :

BAB I dengan judul pendahuluan, yang menguraikan tentang latar

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.
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BAB II dengan judul tinjauan pustaka, yang menguraikan tentang

pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian,

unsur dalam perjanjian, asas-asas dalam perjanjian.

BAB III dengan judul metode penelitian, yang menguraikan

tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan

sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian

data, dan metode analisis data.

BAB IV dengan judul hasil penelitian dan pembahasan

menguraikan tentang pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap

pekerja perempuan hamil pada pelaksanaan perjanjian kerja di PT. SAMI

dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jepara terhadap

perlindungan pekerja perempuan hamil di PT. SAMI Kabupaten Jepara.

BAB V adalah penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan

saran penulis mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan

hamil di PT. SAMI dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Jepara terhadap perlindungan pekerja perempuan hamil di PT. SAMI

Kabupaten Jepara.


